BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya
profesionalisme aparatur sipil negara yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi pratama diperlukan standar
kompetensi jabatan yang terdiri atas kompetensi
manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi
teknis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam
menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara
berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus
menyusun standar kompetensi aparatur sipil negara;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Mana jerial Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,
sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu
di ganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); /



Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 647);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT. /



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

2. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi
pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan
seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas
jabatan.

3. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan
organisasi.

5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok
jabatan tinggi pratama pada Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat yang berfungsi memimpin dan memotivasi
setiap pegawai aparatur sipil negara pada perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat.

Pasal 2

Maksud disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama ini sebagai standar kompetensi jabatan yang
harus dimiliki oleh setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama ini untuk mendukung terwujudnya
profesionalisme Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku
yang diperlukan aparatur sipil negara dalam melaksanakan

tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. /



Pasal 5

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi
Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 20 Oktvbe 8033

UPATI LOMBOK BARAT

//H FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 30 Olbober 8053

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,/

H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR £9



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

1. SEKRETARIAT DAERAH

Nama Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan :  KESEKRETARIATAN
Kode Jabatan .

Menyusun kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja
perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati,

berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta pelayanan administratif.

1. Integritas B Mampu

.1 Menciptakan situasi kerja
menciptakan yang mendorong seluruh
situasi kerja yang pemangku kepentingan
mendorong mematuhi nilai, norma, dan
kepatuhan pada etika organisasi dalam
nilai, norma, dan segala situasi dan kondisi;
etika organisasi 4.2 Mendukung dan

menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar
komitmen tim, unit kerja di lingkup
sinergi instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga
tercipta  sinergi  dalam
rangka pencapaian target
kerja organisasi;
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3. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau jabatan v
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)

E.Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengembangan nilai-nilai wawasan
kebangsaan;

2. Tingginya tingkat kewaspadaan nasional; dan
3. Kualitas pengembangan budaya politik.

BUPATI LOMBOK B

H FAUZAN KHALID-




